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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan  

Dari hasil perhitungan analisis Gap dan analisis komparatif terhadap 

pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan realisasi 

anggaran program wajib belajar 9 tahun, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pada tingkat pendidikan dasar (SD) 

Dari tabel 5.5 dapat dilihat hal-hal sebagai berikut: 

a. Indikator dengan nomor urut 11 (Jam kerja guru/minggu: 37,5 jam), 

indikator nomor 12 (Tatap muka/minggu: kelas I-II: 18 jam, kelas 

III: 24 jam, kelas IV-VI: 27 jam), indikator nomor 13 (Menerapkan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan/KTSP), sudah mencapai 100% 

dengan kesenjangan = 0, sepadan dengan bobot nilai 50,5 yang 

menempati rangking 2. 

b. Indikator nomor urut 1 (Jarak jangkauan jalan kaki dari kelompok 

pemukiman permanen di daerah terpencil maksimal 3 Km), 

kesenjangannya = (0,79%), dengan bobot nilai 50,25, menempati 

rangking 4. 

c. Indikator nomor urut 4 (Ketersediaan guru: rasio-siswa/guru 

maksimal 32 orang, 6 guru/satuan pendidikan, dan untuk daerah 

khusus 4 guru/satuan pendidikan), indikator nomor 5 (Kualifikasi 

guru: tersedia 2 orang guru S1/D4 dan 2 orang guru memiliki 
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sertifikat pendidik), indikator nomor 7 (Kualifikasi pengawas 

sekolah: S1/D4 dan bersertifikat), kesenjangannya = (10%), dengan 

bobot nilai 45,5, menempati rangking 6. 

d. Indikator nomor urut 6 (Kualifikasi kepala sekolah: S1/D4 dan 

bersertifikat) dan indikator nomor  2 (Rasio-siswa/kelas maksimal 32 

orang) masing-masing kesenjangannya (50%) dan (77,6%), dengan 

bobot nilai 25,5 dan 11,5 serta menempati rangking 12 dan 13. 

e. Dari tabel 5.3 terlihat perkembangan rata-rata kesenjangan per tahun 

= (10,31%) dan dalam bobot nilai rata-rata perkembangannya = 

2,96%. 

2. Pada tingkat pendidikan dasar (SMP) 

Dari tabel 5.6 dapat dilihat hal-hal sebagai berikut: 

a. Indikator nomor urut 12 (Jam kerja guru/minggu: 37,5 jam), 

indikator nomor 13 (Tatap muka/minggu: 27 jam), indikator nomor 

14  (Menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan/KTSP), sudah 

mencapai 100% dengan kesenjangan = 0, sepadan dengan bobot nilai 

= 50,5, yang menempati rangking 2. 

b. Indikator nomor urut 1 (Jarak jangkauan jalan kaki dari kelompok 

pemukiman permanen di daerah terpencil maksimal 6 Km), 

kesenjangannya = (0,79), dengan bobot nilai = 50,25, menempati 

rangking 4. 

c. Indikator nomor urut 6 (Ketersediaan guru: 1 guru/mata pelajaran, 

maksimal 32 orang, 6 guru/satuan pendidikan, dan untuk daerah 
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khusus 1 guru/rumpun mata pelajaran), indikator nomor 7 

(Kualifikasi guru: 70% guru S1/D4, 35% bersertifikat, dan untuk 

daerah khusus 40% dan 20%), indikator nomor 9 (Kualifikasi 

pengawas sekolah: S1/D4 dan bersertifikat), kesenjangannya = 

(10%), dengan bobot nilai = 45,5, menempati rangking 6. 

d. Indikator nomor urut 3 (Tersedia laboratorium IPA yang cukup 

untuk 36 siswa) dan indikator nomor 2 (Rasio-siswa/kelas maksimal 

36 orang), masing-masing kesenjangannya = (27,66%) dan 

(65,96%), dengan bobot nilai 36,75 dan 17,5, masing-masing 

menempati rangking 13 dan 14. 

e. Dari tabel 5.4, terlihat rata-rata perkembangan kesenjangan per tahun 

= (8,95%) dan dalam bobot nilai rata-rata perkembangannya per 

tahun = 2,74%. 

3. Realisasi anggaran untuk program wajib belajar 9 tahun pada tahun 2010 

realisasinya 81,88% (tabel 5.7), tahun 2011 realisasinya 88,32% (tabel 

5.8), tahun 2012 = 90,59% (tabel 5.9).  

 

6.2 Saran  

1. Data capaian/realisasi SPM Dikdas seperti yang ditampilkan pada tabel 

5.5 dan tabel 5.6 dapat dijadikan acuan dalam upaya 

perbaikan/peningkatan pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM), 

dan dalam penetapan tenggang waktu pencapaian 100%. 
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2. Indikator yang perlu mendapat perhatian lebih adalah indikator dengan 

nomor urut 6 (Kualifikasi kepala sekolah: S1/D4 dan bersertifikat) dan 2 

(Rasio-siswa/kelas maksimal 32 orang) pada tabel 5.5 dan indikator 3 

(Tersedia laboratorium IPA yang cukup untuk 36 siswa) dan 2 (Rasio-

siswa/kelas maksimal 36 orang) pada tabel 5.6.     

3. Untuk memperkecil kesenjangan, maka alokasi anggaran untuk program 

wajib belajar 9 tahun perlu ditingkatkan.  

4. Perlu adanya koordinasi dan pengawasan dari pemerintah sehingga 

program dan kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga 

anggaran yang dialokasikan benar-benar direalisasi dengan baik.  
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